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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, 

kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang 

disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala 

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.  

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:  

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana 

program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau  

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan 

Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala 

Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.  Kepala Perangkat 

Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.  
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Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

berpedoman pada:  

a. Rancangan Perubahan RKPD;  

b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, 

kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.  

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri 

atas:  

a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan  

b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.  

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:  

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

b.  analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan  

c.  penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah.  

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan 

sistematika sebagai berikut:  

a. pendahuluan;  

b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;  

c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  

d. penutup.  

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 

7/000.7.2/IV/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sekretariat Daerah Kota Batam 

menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan 

RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025. 

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 

menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja 

Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai  berikut : 
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1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Menengah, serta Tata cara 

Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerinta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2017 Nomor 1312); 

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 130);  

5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 

2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam 

tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1605) 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Batam Tahun 2005 adalah menyediakan dokumen 

perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai 
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penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:  

1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka  

ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi 

Kepala Daerah.  

2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran 

Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan 

Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

2.1  Landasan Hukum 

3.1  Maksud dan Tujuan 

4.1  Sistematika Penulisan 

 

BAB II  EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN) 

2.1  Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai 

dengan Triwulan II (Tahun Berjalan) 

2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

 

BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

BAB IV  PENUTUP 

4.1 Catatan Penting 

4.2 Kaidah Pelaksanaan 

4.3 Rencana Tindak Lanjut 
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BAB II 
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI 

DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 
 

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai 

dengan Triwulan II Tahun 2025 

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan 

permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan 

kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi 

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 

sebelumnya.  Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil 

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.  

Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut : 

 

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan: 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau 

Kota  

o Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
o Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
o Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
o Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
o Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
o Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 
o Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

 Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat  

o Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan 
o Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 
o Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 
o Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah 

  Program Perekonomian dan Pembangunan  
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o Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 

o Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 

o Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 

o Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 

Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah 

direncakan dikarenakan belum jalannya beberapa kegiatan yang akan di 

laksanakan di Triwulan III dan Triwulan IV agar Program-program yang di 

rencanakan sesuai dengan Target Kinerja Capaian.  

 

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan: 

 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau 

Kota  

o Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah  

o Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

o Administrasi Umum Perangkat Daerah 

o Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 

o Penataan Organisasi 

Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasi/keluaran adalah 

kegiatan-kegiatan yang rutin dibayarkan atau dilaksanakan. 

 

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan: 

o Belum ada Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan.
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Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II 

Kode 
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(Outcome)/Kegiatan (Output) 

Target Kinerja 
Capaian 

Program/Kegiatan
/Sub Kegiatan 
(Renja 2025) 

Realisasi Capaian 
Program/ 

Kegiatan/Sub 
Kegiatan s.d 

Triwulan II (s.d 
Juni Tahun 
Berjalan) 

Tingkat Capaian 
Realisasi Target 

(%) 

1 2 3 4 5 5 

  
SEKRETARIAT DAERAH   

      

4 
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 
PEMERINTAHAN  

  

      

4.01 SEKRETARIAT DAERAH   
      

4.01.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Indeks Kepuasan Layanan 
Administrasi Umum Sekretariat 
Daerah 

80-90 
- 
 

  

4.01.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Persentase Tersusunnya 
Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

100% 100% 
 

4.01.01.2.01.0001 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

1 Dokumen  1 Dokumen 100% 

4.01.01.2.01.0006 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

1 Laporan 1 Laporan 100% 



Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 

8 

 

4.01.01.2.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah yang terpenuhi 

100% 100% 
 

4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

215 Orang / Bulan  215 Orang / Bulan  100% 

4.01.01.2.02.0002 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 Dokumen  6 Dokumen 50% 

4.01.01.2.05 
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Persentase Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 
yang Terlaksana 

100% 7.14% 
 

4.01.01.2.05.0011  
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

14 Orang 1 Orang 7.14% 

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Persentase Penyediaan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

100% 100% 

  

4.01.01.2.06.0002 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

7 Paket  7 Paket 100% 

4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

7 Paket  7 Paket 100% 

4.01.01.2.06.0005 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

 3 Paket  3 Paket 100% 

4.01.01.2.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan 6 Laporan 

  

4.01.01.2.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Persentase Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah daerah Yang 
Terlaksana 

100% 18% 
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4.01.01.2.07.0001 
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Disediakan 

2 Unit 1 Unit 50% 

4.01.01.2.07.0002 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Disediakan 

- - 0% 

%4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 672 Unit 101 Unit 15% 

4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

160 Unit 47 Unit 29% 

4.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

100% 50% 

  

4.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 6 Laporan 50% 

4.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

12 Laporan 6 Laporan 50% 

4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

12 Laporan 6 Laporan 50% 

4.01.01.2.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Persentase Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah Yang 
Terlaksana 

100% 33% 
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4.01.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

9 Unit  - 0% 

4.01.01.2.09.0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

120 Unit 36 Unit 30% 

4.01.01.2.09.0009 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

10 Unit 10 Unit 100% 

4.01.01.2.11 
Administrasi Keuangan dan 
Operasional Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Persentase Kegiatan Administrasi 
Keuangan dan Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Yang Terpenuhi sesuai dengan 
ketentuan 

100% 50% 

  

4.01.01.2.11.0001 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

2 Orang / Bulan  2 Orang / Bulan 100% 

4.01.01.2.11.0003 
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Mengikuti Medical 
Check Up Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

8 Orang  - 0% 

4.01.01.2.11.0004 
Penyediaan Dana Penunjang Operasional 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang Menerima Dana 
Penunjang Operasional Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah 

2 Orang / Bulan  2 Orang / Bulan 100% 
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4.01.01.2.12 
Fasilitasi Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase Kegiatan 
Kerumahtanggaan Sekretariat 
Daerah yang Terfasilitasi sesuai 
ketentuan 

100% 100% 

  

4.01.01.2.12.0001  
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 
Kepala Daerah 

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 

8 Paket 8 Paket 100% 

4.01.01.2.12.0002 
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 
Wakil Kepala Daerah 

Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil Kepala Daerah yang 
Disediakan 

8 Paket  8 Paket 100% 

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 

Persentase Jumlah PD dengan nilai 
SKM berkategori Baik Persentase 
Jumlah SOP di lingkungan Pemkot 
Batam yang diterapkan 

100% 100% 

  

4.01.01.2.13.0001 
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 
Jabatan 

Jumlah Dokumen Pengelolaan 
Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

4 Dokumen  4 Dokumen 100% 

4.01.01.2.13.0002 
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

3 Laporan 3 Laporan 100% 

4.01.01.2.13.0003 
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi Birokrasi 

44 Dokumen  44 Dokumen 100% 

4.01.01.2.13.0004 
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian 
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 
dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata Laksana 

1 Dokumen  1 Dokumen 100% 

4.01.01.2.13.0005 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah Daerah 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 
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4.01.01.2.14 
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 
Pimpinan 

Persentase Keprotokolan Pimpinan 
Daerah yang difasilitasi sesuai 
ketentuan 

100% 25% 

  

4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Keprotokolan 

50 Laporan  11 Laporan 22% 

4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 
Komunikasi Pimpinan 

36 Laporan  11 Laporan 30% 

4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 
Jumlah Laporan Pendokumentasian 
Tugas Pimpinan 

2 Laporan  - 0% 

4.01.02 
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Persentase Rekomendasi Kebijakan 
Tata Pemerintahan yang 
Ditindaklanjut 

100% - 

  

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 
Persentase penyampaian laporan 
LPPD dan RLPPD tepat waktu 

100% 60% 

  

4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 
Jumlah Dokumen Hasil Penataan 
Administrasi Pemerintahan 

12 Dokumen 6 Dokumen 50% 

4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 
Administrasi Kewilayahan 

1 Dokumen  1 Dokumen 100% 

4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan Otonomi Daerah 

2 Dokumen 2 Dokumen 100% 

4.01.02.2.02 
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 
Rakyat 

Persentase Cakupan lembaga 
keagaman dan tokoh keagamaan 
yang diberikan layanan Sesuai 
Kebutuhan 

100% 11.3% 
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4.01.02.2.02.0001 
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 
Spiritual 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Bina Mental Spiritual 

24 Dokumen  12 Dokumen 50% 

4.01.02.2.02.0002 
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 
Sosial 

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Sosial yang Meliputi 
Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Administrasi 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pengendalian Penduduk dan KB 

250 Dokumen  114 Dokumen 45.6% 

4.01.02.2.02.0003 
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 
Kesejahteraan Masyarakat yang 
Meliputi Urusan Kepemudaan dan 
Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, 
Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, 
Trantibum Linmas 

14 Dokumen  9 Dokumen 64.2% 

4.01.02.2.02.0004 
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 
Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, 
Warga, dan Kelompok Masyarakat 

Jumlah Keluarga yang Mengikuti 
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam 
Membangun Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga, dan Kelompok 
Masyarakat 

900 Keluarga  - 0% 

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 
Persentase produk hukum yang 
telah diharmonisasi dan 
disinkronisasikan 

100% 32% 

  

4.01.02.2.03.0001 
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 
Daerah 

Jumlah Produk Hukum Daerah yang 
Disusun 

410 Dokumen  134 Dokumen 32.6% 

4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 
Jumlah Kasus yang Mendapatkan 
Fasilitasi Bantuan Hukum 

8 Kasus 1 Kasus 12.5% 
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4.01.02.2.03.0003 
Pendokumentasian Produk Hukum dan 
Pengelolaan Informasi Hukum 

Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan 
Informasi Hukum yang Didokumentas 

410 Dokumen  134 Dokumen 32.6% 

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 
Persentase Fasilitasi Kerjasama 
Daerah 

100% 63% 
  

4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 
Sama Dalam Negeri 

20 Dokumen 14 Dokumen 70% 

4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 
Sama Luar Negeri 

1 Dokumen - 0% 

4.01.02.2.04.0003  Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
Pelaksanaan Kerja Sama 

1 Laporan - 0% 

4.01.03 
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 
PEMBANGUNAN 

Persentase rekomendasi kebijakan 
layanan perekonomian 

100% - 

  

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 
Persentase rekomendasi 
kebijakan perekonomian 
daerah yang ditindaklanjuti 

100% 40% 

  

4.01.03.2.01.0001 
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan 
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan 
BLUD 

6 Dokumen 2 Dokumen 33% 

4.01.03.2.01.0002 
Pengendalian dan Distribusi 
Perekonomian 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 
Distribusi Perekonomian 

4 Laporan  2  Laporan 50% 

4.01.03.2.01.0003 
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi 
Mikro Kecil 

Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan 
dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 

5 Dokumen  2 Dokumen 40% 

4.01.03.2.02 
Pelaksanaan Administrasi 
Pembangunan 

Persentase Pelaporan Pelaksanaan 
Pembangunan Tepat Waktu Dan 
Sesuai Ketentuan 

100% 25% 
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4.01.03.2.02.0001 
Fasilitasi Penyusunan Program 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Penyusunan Program Pembangunan 
Daerah 

1 Dokumen  - 0% 

4.01.03.2.02.0002 
Pengendalian dan Evaluasi Program 
Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 
Evaluasi Program Pembangunan 

1 Laporan - 0% 

4.01.03.2.02.0003 
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan Pembangunan 

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 
Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 Laporan  1 Laporan 50% 

4.01.03.2.03 
Pengelolaan Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Indeks Tata Kelola Pengadaan 80-85 NA 
  

4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan Jasa 

150 Dokumen  119 Dokumen 79% 

4.01.03.2.03.0002 
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik 

Jumlah Dokumen Hasil Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik 

250 Dokumen  145 Dokumen 58% 

4.01.03.2.03.0003 
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan Barang 
dan Jasa 

450 Orang 236 Orang 52% 

4.01.03.2.04 
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya 
Alam 

Persentase rekomendasi kebijakan 
bidang SDA yang ditindaklanjuti 

100% 40% 

  

4.01.03.2.04.0001 
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan, dan Perikanan 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, 
Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, 
Perindustrian, KUKM, Penanaman 
Modal, Tenaga Kerja 

5 Dokumen  2 Dokumen 40% 
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4.01.03.2.04.0002 
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan 
Hidup 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertambangan dan Sumber 
Daya Mineral, Lingkungan Hidup, 
Kominfo, Perhubungan, Statistik, 
Persandian 

5 Dokumen  2 Dokumen 40% 

4.01.03.2.04.0003 
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi 
Kebijakan Energi dan Air 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan 
Urusan Energi dan Air, Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, Pertanahan 

5 Dokumen  2 Dokumen 40% 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Batam dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II 

No 
Indikator 

Sasaran PD 

Target Kinerja Capaian 
Renstra Tahun 2025 

TW II 

Realisasi/ Proyeksi 
Kinerja Capaian 

Renstra Tahun 2025 
TW II  

Catatan Analisis 

Satuan Volume Satuan Volume 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Indeks Kepuasan 
terhadap Layanan 
Kesekretarian 

Persentase 91% Persentase 91% 

  

2 Nilai SAKIP Nilai BB Nilai B 
  

3 

Persentase 
Ketidaksesuaian 
PMPRB dengan 
Indeks RB 

Persentase 5% Persentase - 

  

4 

Persentase 
penerapan SOP di 
Lingkungan 
Pemerintah Kota 
Batam 

Persentase 100% Persentase 100% 

  

 

Untuk poin nomor 3 adanya perubahan arah RB yang ditetapkan melalui 

PErmenPANRB Nomor 3 Tahun 2023, berdampak pada di hentikannya 

secara sementara PMPRB (Surat KemenPANRB No. B/01/RB.026/2023 

Perihal Penghentian Evaluasi RB)  

 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah 

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Permasalahan pembangunan adalah 

penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang 

dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 25 tahun 2023 

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Sistem Kerja di Lingkugan 

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam mepunyai tugas dan 

fungsi serta kewenangan membantu Wali Kota dalam penyusunan 
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kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas 

Perangkat daerah serta pelayananan administrasi. 

 

Dalam pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat Daerah Kota Batam 

tahun 2025 yang sedang berjalan di temui beberapa isu dan permasalahan 

sebagai berikut 

a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam 

pelayanan administrasi. 

b. Belum optimalnya Koordinasi dan kalaborasi dengan skateholder 

yang terkait Pemerintah Kota Batam. 

c. Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi. 

d. Belum Maksimal nya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya 

Aparatur ASN Dilingkungan Sekretariat Daerah. 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD 

 

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi 

Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada 

prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 

Batam Tahun 2025. 

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan 

(penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut; 

1.  Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat  

a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintah. Adanya penggurangan 

anggaran dikarenakan efesiensi anggaran, sub kegiatan yang ada 

pengurangan sebagai berikut: 

1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintah 

2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  

3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah  

b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, adanya 

penamabahan anggaran  di sub kegiatan: 

1) Fasilitasi Pengelolaan Bina mental Spritual  

2) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Sosial. 

Dan adanya pengurangan di Sub Kegiatan: 

3) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait 

Kesejahteraan Masyarakat. 

4) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja 

Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat. 

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, adanya penggurangan 

anggaran dikarenakan efesiensi anggaran. Sub kegiatan yang ada 

penggurangan sebagai berikut: 

1) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah  

2) Fasilitasi Bantuan Hukum  

3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi 

Hukum 

d. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah adanya penamabahan  di 

sub kegiatan: 

1) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  
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Dan adanya pengurangan di Sub Kegiatan: 

2) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 

3) Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  

2. Program  Perekonomian dan pembangunan  

a. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Perekonomian, adanya 

penggurangan anggaran dikarenakan efesiensi anggaran. Sub 

kegiatan yang ada penggurangan sebagai berikut: 

1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan BUMD dan BLUD  

2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  

3) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 

b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, adanya 

penggurangan anggaran dikarenakan efesiensi anggaran. Sub 

kegiatan yang ada penggurangan sebagai berikut: 

1) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 

2) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  

3) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 

Pembangunan  

c. Kegiatan Pengelolaan PEngadaan Barang dan Jasa, adanya 

penambahan anggaran di Sub Kegiatan:  

1) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 

Dan adanya pengurangan anggaran di karenakan efesiensi 

anggaran di Sub Kegiatan: 

2) Pengelolan Pengadaan Barang dan Jasa 

3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

d. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, adanya 

pengurangan anggaran dikarenakan efesiensi anggaran. Sub 

kegiatan yang ada pengurangan sebagai berikut: 

1) Koordinasi, Sinkronisasi  dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, 

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 

2) Koordinasi, Sinkronisasi  dan Evaluasi Kebijakan 

Pertambangan dan Lingkungan Hidup 

3) Koordinasi, Sinkronisasi  dan Evaluasi Kebijakan Energi dan 

Air 
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3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau 

Kota  

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah, adanya pengurangan anggaran dikarenakan 

efesiensi anggaran. Sub kegiatan yang ada pengurangan sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, adanya 

penambahan anggaran di Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN  

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, adanya 

pengurangan anggaran dikarenakan efesiensi anggaran di Sub 

Kegiatan: 

1) Bimbingan teknis Implementasi Perundang-undangan 

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, adanya 

Pengurangan anggaran di karenakan efesiensi anggaran di Sub 

Kegiatan:  

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  

4) Penyelenggaraan Rapat Kooordinasi dan Konsultasi SKPD  

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah, adanya pengurangan anggaran di Sub 

Kegiatan: 

1) Pengadaan kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  

Dan adanya penambahan anggaran di Sub Kegiatan:  

2) Pengadaan Mebel 

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusdan pemerintah Daerah  

Adanya pengurangan anggaran di Sub Kegiatan: 

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

3) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor  

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penununjang Urusan 



Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 

22 

 

Pemerintahan Daerah, adanya pengurangan anggaran di Sub 

Kegiatan: 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas ataun Kendaraan Dinas Jabatan  

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

h. Kegiatan Penataan Organisasi, adanya pengurangan anggaran di 

Sub Kegiatan:  

1) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan  

2) Fasilitasi pelayanan Publik dan tata Laksana 

3) Peningkatan Kinerja dan reformasi Birokrasi  

4) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan 

Publik dan Tata Laksana 

5) Koordinasi dan Penyusnan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 

i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, 

adanya pengurangan anggaran di Sub Kegiatan: 

1) Fasilitasi Keprotokolan  

2) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan  

3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan 
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Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025 

Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

SEKRETARIAT DAERAH 

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN      
262.121.238.281  

 
261.758.989.049  

-        362.249.232  

  4.01 SEKRETARIAT DAERAH 

4.01.01 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

1. Indeks 
Kepuasan Layanan 
Administrasi 
Umum Sekretariat 
Daerah 

1. Indeks 
Pelaynanan 
Kesekretariatan 
PD  

80-90 100 

    
128.687.395.281  

 
123.058.531.049  

-    5.628.864.232  

  

2. Persentase 
Kesesuaian PMPRB 
dengan Indeks RB 

2. Nilai SAKIP PD 10% 70.62 

- 3. Nilai SKM  - 90.05 

4.01.01.2.01 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Tersusunnya 
Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
dokumen 
perencanaan, 
penganggaran, 
dan evaluasi yang 
tersusun sesuai 
dengan tahapan 
dan waktu 

100% 100% 
            

390.551.000  
          

193.344.000  
-         197.207.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.01.2.01.0001 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah  

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

              
212.120.000  

            
106.258.000  

-         105.862.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.01.0006 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil 
Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

1 
Laporan  

1 
Laporan  

              
178.431.000  

              87.086.000  -            91.345.000  

  

4.01.01.2.02 
Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat Daerah 
yang terpenuhi 

Persentase 
pegawai 
yang menerima 
layanan 
administrasi 
keuangan 

100% 100% 
      

50.317.465.969  
    

55.282.106.967  
       4.964.640.998  

Penambahan 
gaji PPPK 

4.01.01.2.02.0001 
Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

215 
Orang / 
Bulan 

215 
Orang / 
Bulan 

        
50.088.925.969  

      
55.053.566.967  

       4.964.640.998  

  

4.01.01.2.02.0002 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penyediaan 
Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

              
228.540.000  

            
228.540.000  

                                 -  

  

4.01.01.2.05 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat Daerah 
yang Terlaksana 

Persentase ASN 
yang ditingkatkan 
kompetensinya 

100% 100% 
            

366.428.000  
          

178.676.000  
-         187.752.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.05.0011  

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

 29 
Orang  

14 Orang  
              

366.428.000  
            

178.676.000  
-         187.752.000  

  

4.01.01.2.06 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Penyediaan 
Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelayanan Umum 
Perkantoran 

100% 100% 
      

16.120.624.000  
    

12.407.081.600  
-      3.713.542.400  

  

4.01.01.2.06.0002 
Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

7 Paket  7 Paket  
           

2.645.376.500  
        2.190.403.000  -         454.973.500  

  

4.01.01.2.06.0004 
Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor 
yang Disediakan 

7 Paket  7 Paket  
           

6.447.437.600  
        5.561.957.600  -         885.480.000  

  

4.01.01.2.06.0005 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

3 Paket  3 Paket  
              

719.290.100  
            

575.390.000  
-         143.900.100  

  

4.01.01.2.06.0009 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Kon 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Kon 

12 
Laporan  

12 
Laporan  

           
6.308.519.800  

        4.079.331.000  -      2.229.188.800  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.07 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
daerah Yang 
Terlaksana 

Persentase 
realisasi 
pengadaan barang 
milik daerah 
sesuai 
rencana 
kebutuhan 

100% 100% 9.097.914.000 
       

3.990.780.000  
-      5.107.134.000  

  

4.01.01.2.07.0001 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Pengadaan Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

Jumlah Unit 
Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

2 Unit  1 Unit  
           

6.000.000.000  
            

484.095.000  
-      5.515.905.000  

  

4.01.01.2.07.0002 
Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Disediakan 

2 Unit  0 Unit  
                                    

-  
                                  -                                   -  

  

4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

672 Unit  672 Unit  905.715.000 938.834.000              33.119.000  
  

4.01.01.2.07.0006 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang 
Disediakan 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

160 Unit  160 Unit  
           

2.192.199.000  
        2.567.851.000             375.652.000  

  

4.01.01.2.08 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
realisasi 
penyediaan jasa 
penunjang sesuai 
perencanaan 

100% 100% 15.426.159.160 15.265.427.880 -         160.731.280  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.08.0002 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

12 
Laporan  

12 
Laporan  

           
7.879.570.000  

        7.879.570.000                                   -  

  

4.01.01.2.08.0003 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

12 
Laporan  

12 
Laporan  

              
683.724.000  

            
576.889.000  

-         106.835.000  

  

4.01.01.2.08.0004 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

12 
Laporan  

12 
Laporan  

           
6.862.865.160  

        6.808.968.880  -            53.896.280  

  

4.01.01.2.09 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah Yang 
Terlaksana 

Persentase Barang 
Milik Daerah yang 
dipelihara dan 
berfungsi dengan 
baik 

100% 100% 
      

25.131.953.723  
    

24.188.453.273  
-         943.500.450  

  

4.01.01.2.09.0001 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan 
Pajaknya 

9 Unit  9 Unit  
              

357.160.000  
            

352.960.000  
-              4.200.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.09.0002 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Jumlah Kendaraan 
Dinas Operasional 
atau Lapangan yang 
Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

120 Unit  120 Unit  
        

16.053.316.250  
      

15.953.168.000  
-         100.148.250  

  

4.01.01.2.09.0009 
Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabil
itasi Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabi 
litasi 

Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan Lainnya 
yang 
Dipelihara/Direhabi 
litasi 

10 Unit  10 Unit  
           

8.721.477.473  
        7.882.325.273  -         839.152.200  

  

4.01.01.2.11 

Administrasi 
Keuangan dan 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Administrasi 
Keuangan dan 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Administrasi 
Keuangan dan 
Operasional 
Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 
Daerah Yang 
Terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan 

Persentase Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 
yang 
menerima layanan 
A d m i n i s t r a s i 
Keuangan 

100% 100% 
         

6.182.189.929  
       

6.182.189.929  
                                 -  

  

4.01.01.2.11.0001 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

2 Orang / 
Bulan 

2 Orang / 
Bulan 

           
4.023.100.129  

        4.023.100.129                                   -  

  

4.01.01.2.11.0003 

Pelaksanaan Medical 
Check Up Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Pelaksanaan Medical 
Check Up Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
MedicalCheckUpKep
alaDaerahdan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
MedicalCheckUp 
Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala 
Daerah 

8 Orang  8 Orang  
                

28.000.000  
              28.000.000                                   -  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.11.0004 

Penyediaan Dana 
Penunjang 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Penyediaan Dana 
Penunjang 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Dana 
Penunjang 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

Jumlah Orang yang 
Menerima Dana 
Penunjang 
Operasional Kepala 
Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah 

2 Orang / 
Bulan 

2 Orang / 
Bulan 

           
2.131.089.800  

        2.131.089.800                                   -  

  

4.01.01.2.12 
Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Fasilitasi 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 

Persentase 
Kegiatan 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat Daerah 
yang Terfasilitasi 
sesuai ketentuan 

Persentase 
Kegiatan 
Kerumahtanggaan 
Sekretariat 
Daerah yang 
Terfasilitasi 
sesuai ketentuan 

100% 100% 
         

3.870.596.500  
       

4.170.676.500  
           300.080.000  

  

4.01.01.2.12.0001  
Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala Daerah 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala Daerah 

Jumlah Paket 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala 
Daerah yang 
Disediakan 

Jumlah Paket 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Kepala 
Daerah yang 
Disediakan 

8 Paket  8 Paket  
           

2.533.800.700  
        2.683.840.700             150.040.000  

  

4.01.01.2.12.0002 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil Kepala 
Daerah 

Penyediaan 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil Kepala 
Daerah 

Jumlah Paket 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil 
Kepala Daerah yang 
Disediakan 

Jumlah Paket 
Kebutuhan Rumah 
Tangga Wakil 
Kepala Daerah yang 
Disediakan 

8 Paket  8 Paket  
           

1.336.795.800  
        1.486.835.800             150.040.000  

  

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Penataan Organisasi 

1.Persentase 
Jumlah SOP di 
lingkungan 
Pemkot Batam 
yang diterapkan; 

Nilai Kematangan 
Organisasi 

100% 46 

         
1.243.557.000  

          
812.327.900  

-        431.229.100  
Efesiensi 
Anggaran  

2.Persentase 
Jumlah PD yang 
memilkii PMPRB 
berkategori Baik 

- 100% - 
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

3. Persentase 
Jumlah PD dengan 
nilai IKM 
berkategori Baik 

- 100% - 

4.01.01.2.13.0001 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan 

Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan 

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan 

Jumlah Dokumen 
Pengelolaan 
Kelembagaan dan 
Analisis Jabatan 

4 
Dokumen 

4 
Dokumen 

              
295.656.000  

            
195.822.000  

-            99.834.000  

  

4.01.01.2.13.0002 
Fasilitasi Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

Fasilitasi Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Pelayanan Publik 
dan Tata Laksana 

3 
Laporan  

3 
Laporan  

              
322.663.000  

            
233.416.000  

-            89.247.000  

  

4.01.01.2.13.0003 
Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi 
Birokrasi 

Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah Dokumen 
Peningkatan Kinerja 
dan Reformasi 
Birokrasi 

Jumlah Dokumen 
Peningkatan 
Kinerja dan 
Reformasi Birokrasi 

44 
Dokumen 

44 
Dokumen 

              
152.650.000  

              98.034.000  -            54.616.000  

  

4.01.01.2.13.0004 

Monitoring, Evaluasi 
dan Pengendalian 
Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

Monitoring, Evaluasi 
dan Pengendalian 
Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi 
dan Pengendalian 
Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, 
Evaluasi dan 
Pengendalian 
Kualitas Pelayanan 
Publik dan Tata 
Laksana 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

              
393.817.000  

            
236.850.900  

-         156.966.100  

  

4.01.01.2.13.0005 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 

Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan Kinerja 
Pemerintah Daerah 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

                
78.771.000  

              48.205.000  -            30.566.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.01.2.14 

Pelaksanaan 
Protokol dan 
Komunikasi 
Pimpinan 

Pelaksanaan 
Protokol dan 
Komunikasi 
Pimpinan 

Persentase 
Keprotokolan 
Pimpinan Daerah 
yang difasilitasi 
sesuai ketentuan 

Persentase 
Keprotokolan 
Pimpinan Daerah 
yang difasilitasi 
sesuai ketentuan 

100% 100% 
            

539.956.000  
          

387.467.000  
-        152.489.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.01.2.14.0001 
Fasilitasi 
Keprotokolan 

Fasilitasi 
Keprotokolan 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Keprotokolan 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Keprotokolan 

50 
Laporan  

50 
Laporan  

              
339.250.000  

            
287.354.000  

-            51.896.000  

  

4.01.01.2.14.0002 
Fasilitasi Komunikasi 
Pimpinan 

Fasilitasi Komunikasi 
Pimpinan 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Komunikasi 
Pimpinan 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Komunikasi 
Pimpinan 

36 
Laporan  

36 
Laporan  

              
197.455.000  

              98.818.000  -            98.637.000  

  

4.01.01.2.14.0003 
Pendokumentasian 
Tugas Pimpinan 

Pendokumentasian 
Tugas Pimpinan 

Jumlah Laporan 
Pendokumentasian 
Tugas Pimpinan 

Jumlah Laporan 
Pendokumentasian 
Tugas Pimpinan 

2 
Laporan  

2 
Laporan  

                   
3.251.000  

                 
1.295.000  

-              1.956.000  

  

4.01.02 

PROGRAM 
PEMERINTAHAN 
DAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

PROGRAM 
PEMERINTAHAN 
DAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 

1. Persentase 
Produk Hukum 
yang ditetapkan 

1. Persentase 
Produk Hukum 
yang ditetapkan 

100% 100% 

    
130.515.759.600  

 
136.413.252.600  

      5.897.493.000  

  

2. Indeks 
Kepuasan Layanan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

2. Indeks 
Kepuasan Layanan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

80-90 100 

3. Persentase 
Rekomendasi 
Kebijakan Tata 
Pemerintahan 
yang 
Ditindaklanjuti 

3. Indeks 
Pencapaian SPM  

100% 94 

4. Persentase MoU 
yang 
ditindaklanjuti 

4. Persentase MoU 
yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.02.2.01 
Administrasi Tata 
Pemerintahan 

Administrasi Tata 
Pemerintahan 

Persentase 
penyampaian 
laporan LPPD dan 
RLPPD tepat waktu 

Persentase 
Terlaksannya 
Fasilitasi Kegiatan 
Administrasi Tata 
Pemerintahan 

100% 100% 
         

7.258.993.000  
       

6.639.269.000  
-        619.724.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.02.2.01.0001 
Penataan Administrasi 
Pemerintahan 

Penataan Administrasi 
Pemerintahan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penataan 
Administrasi 
Pemerintahan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Penataan 
Administrasi 
Pemerintahan 

12 
Dokumen 

12 
Dokumen 

              
722.820.000  

            
539.310.000  

-        183.510.000  

  

4.01.02.2.01.0002 
Pengelolaan 
Administrasi 
Kewilayahan 

Pengelolaan 
Administrasi 
Kewilayahan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Administrasi 
Kewilayahan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Administrasi 
Kewilayahan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

           
1.048.928.000  

            
903.092.000  

-        145.836.000  

  

4.01.02.2.01.0003 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

Fasilitasi Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Pelaksanaan 
Otonomi Daerah 

2 
Dokumen 

3 
Dokumen 

           
5.487.245.000  

        5.196.867.000  -        290.378.000  

  

4.01.02.2.02 

Pelaksanaan 
Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Pelaksanaan 
Kebijakan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

Persentase 
Cakupan lembaga 
keagaman dan 
tokoh keagamaan 
yang diberikan 
layanan Sesuai 
Kebutuhan 

Persentase 
Cakupan lembaga 
keagaman dan 
tokoh keagamaan 
yang diberikan 
layanan Sesuai 
Kebutuhan 

100% 100% 
    

119.489.218.600  
 

126.024.185.600  
      6.534.967.000  

Penambahan 
BPJS Tenaga 

Kerja dan 
Hibah 

Rumah 
Ibadah 

4.01.02.2.02.0001 
Fasilitasi Pengelolaan 
Bina Mental Spiritual 

Fasilitasi Pengelolaan 
Bina Mental Spiritual 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Bina 
Mental Spiritual 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Pengelolaan Bina 
Mental Spiritual 

24 
Dokumen 

24 
Dokumen 

        
80.330.916.000  

      
87.332.117.000  

      7.001.201.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.02.2.02.0002 

Pelaksanaan 
Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja 
Terkait Kesejahteraan 
Sosial 

Pelaksanaan 
Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja 
Terkait Kesejahteraan 
Sosial 

Jumlah Dokumen 
Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja 
Terkait 
Kesejahteraan Sosial 
yang Meliputi 
Urusan Sosial, 
Transmigrasi, 
Kesehatan, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Administrasi 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, Pengendalian 
Penduduk dan KB 

Jumlah Dokumen 
Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja 
Terkait 
Kesejahteraan 
Sosial yang Meliputi 
Urusan Sosial, 
Transmigrasi, 
Kesehatan, 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak, 
Administrasi 
Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil, 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa, Pengendalian 
Penduduk dan KB 

250 
Dokumen  

250 
Dokumen  

        
26.391.116.000  

      
26.614.446.000  

         223.330.000  

  

4.01.02.2.02.0003 

Pelaksanaan 
Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja 
Terkait Kesejahteraan 
Masyarakat 

Pelaksanaan 
Kebijakan, Evaluasi, 
dan Capaian Kinerja 
Terkait Kesejahteraan 
Masyarakat 

Jumlah Dokumen 
Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja 
Terkait 
Kesejahteraan 
Masyarakat yang 
Meliputi Urusan 
Kepemudaan dan 
Olahraga, 
Pariwisata, 
Pendidikan, 
Kebudayaan, 
Perpustakaan, 

Jumlah Dokumen 
Hasil Kebijakan, 
Evaluasi, dan 
Capaian Kinerja 
Terkait 
Kesejahteraan 
Masyarakat yang 
Meliputi Urusan 
Kepemudaan dan 
Olahraga, 
Pariwisata, 
Pendidikan, 
Kebudayaan, 
Perpustakaan, 

14 
Dokumen 

14 
Dokumen 

        
11.805.145.600  

      
11.122.017.600  

-        683.128.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

Kearsipan, 
Trantibum Linmas 

Kearsipan, 
Trantibum Linmas 

4.01.02.2.02.0004 

Peningkatan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Membangun 
Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga, dan 
Kelompok Masyarakat 

Peningkatan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Membangun 
Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga, dan 
Kelompok Masyarakat 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Peningkatan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Membangun 
Kerja Sama antar- 
Keluarga, Warga, 
dan Kelompok 
Masyarakat 

Jumlah Keluarga 
yang Mengikuti 
Peningkatan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Membangun 
Kerja Sama antar- 
Keluarga, Warga, 
dan Kelompok 
Masyarakat 

1200 
Keluarga  

900 
Dokumen  

              
962.041.000  

            
955.605.000  

-             6.436.000  

  

4.01.02.2.03 
Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

Fasilitasi dan 
Koordinasi Hukum 

Persentase produk 
hukum yang telah 
diharmonisasi dan 
disinkronisasikan 

Persentase 
produk hukum 
yang telah 
diharmonisasi dan 
disinkronisasikan 

100% 100% 
            

801.206.500  
          

494.986.000  
-        306.220.500  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.02.2.03.0001 
Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum 
Daerah 

Fasilitasi Penyusunan 
Produk Hukum 
Daerah 

Jumlah Produk 
Hukum Daerah yang 
Disusun 

Jumlah Produk 
Hukum Daerah 
yang Disusun 

410 
Dokumen  

410 
Dokumen  

              
126.584.500  

              11.951.000  -        114.633.500  
  

4.01.02.2.03.0002 
Fasilitasi Bantuan 
Hukum 

Fasilitasi Bantuan 
Hukum 

Jumlah Kasus yang 
Mendapatkan 
Fasilitasi Bantuan 
Hukum 

Jumlah Kasus yang 
Mendapatkan 
Fasilitasi Bantuan 
Hukum 

8 Kasus  8 Kasus  
              

663.285.000  
            

479.717.000  
-        183.568.000  

  

4.01.02.2.03.0003 

Pendokumentasian 
Produk Hukum dan 
Pengelolaan Informasi 
Hukum 

Pendokumentasian 
Produk Hukum dan 
Pengelolaan Informasi 
Hukum 

Jumlah Produk 
Hukum dan 
Pengelolaan 
Informasi Hukum 
yang Didokumentasi 

Jumlah Produk 
Hukum dan 
Pengelolaan 
Informasi Hukum 
yang 
Didokumentasi 

410 
Dokumen  

410 
Dokumen  

                
11.337.000  

                 
3.318.000  

-             8.019.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.02.2.04 
Fasilitasi Kerja Sama 
Daerah 

Fasilitasi Kerja Sama 
Daerah 

Persentase 
Fasilitas 
Kerjasama Daerah 

Persentase jumlah 
dokumen fasilitasi 
dalam negeri, luar 
negeri dan 
evaluasi 
pelaksanaan 
kerjasama yang 
dicapai 

100% 100% 
         

2.966.341.500  
       

3.254.812.000  
         288.470.500  

Penambahan 
Beasiswa 

Mahasiswa  

4.01.02.2.04.0001 
Fasilitasi Kerja Sama 
Dalam Negeri 

Fasilitasi Kerja Sama 
Dalam Negeri 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi Kerja 
Sama Dalam Negeri 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Kerja Sama Dalam 
Negeri 

20 
Dokumen  

1 
Dokumen  

           
2.748.270.000  

        3.085.847.000           337.577.000  

  

4.01.02.2.04.0002 
Fasilitasi Kerja Sama 
Luar Negeri 

Fasilitasi Kerja Sama 
Luar Negeri 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi Kerja 
Sama Luar Negeri 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Kerja Sama Luar 
Negeri 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

              
101.521.500  

              53.190.000  -          48.331.500  

  

4.01.02.2.04.0003  
Evaluasi Pelaksanaan 
Kerja Sama 

Evaluasi Pelaksanaan 
Kerja Sama 

Jumlah Laporan  
Hasil Evaluasi  
Pelaksanaan Kerja  
Sama 

Jumlah Laporan  
Hasil Evaluasi  
Pelaksanaan Kerja  
Sama 

1 
Laporan  

1 
Laporan  

              
116.550.000  

            
115.775.000  

-                775.000  

  

4.01.03 
PROGRAM 
PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

PROGRAM 
PEREKONOMIAN 
DAN PEMBANGUNAN 

Persentase 
Rekomendasi 
Kebijakan Layanan 
Perekonomian 

Persentase 
kebijakan layanan 
perekonomian 

100% 100% 

         
2.918.083.400  

       
2.287.205.400  

-         630.878.000  

  

Persentase 
Rekomendasi 
Layanan Kebijakan 
Administrasi 
Pembangunan 

Persentase 
Realisasi Fisik  
Keuangan 
Kegiatan Prioritas 

90% 95% 

Indeks Kepuasan 
Layanan 
Pengadaan Barang 
Jasa 

Indeks Tata Kelola 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

67.13 85 
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

Persentase  
Rekomendasi  
Kebijakan Bidang  
SDA yang  
Ditindaklanjuti  

Kebijakan Bidang 
SDA yang 
disediakan 

100% 100% 

4.01.03.2.01 
Pelaksanaan 
Kebijakan 
Perekonomian 

Pelaksanaan 
Kebijakan 
Perekonomian 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan 
perekonomian 
daerah yang 
ditindaklanjuti 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan 
perekonomian 
daerah yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 
            

910.065.000  
          

763.130.000  
-        146.935.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.03.2.01.0001 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, 
Monitoring dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pengelolaan BUMD 
dan BLUD 

6 
Dokumen  

6 
Dokumen  

              
122.160.000  

            
115.680.000  

-             6.480.000  

  

4.01.03.2.01.0002 
Pengendalian dan 
Distribusi 
Perekonomian 

Pengendalian dan 
Distribusi 
Perekonomian 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengendalian 
dan Distribusi 
Perekonomian 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengendalian 
dan Distribusi 
Perekonomian 

4 
Laporan 

4 
Laporan 

              
580.400.000  

            
563.860.000  

-          16.540.000  

  

4.01.03.2.01.0003 
Perencanaan dan 
Pengawasan Ekonomi 
Mikro Kecil 

Perencanaan dan 
Pengawasan Ekonomi 
Mikro Kecil 

Jumlah Dokumen 
Hasil Perencanaan 
dan Pengawasan 
Ekonomi Mikro 
Kecil 

Jumlah Dokumen 
Hasil Perencanaan 
dan Pengawasan 
Ekonomi Mikro 
Kecil 

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

              
207.505.000  

              83.590.000  -        123.915.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.03.2.02 
Pelaksanaan 
Administrasi 
Pembangunan 

Pelaksanaan 
Administrasi 
Pembangunan 

Persentase 
pelaporan 
pelaksanaan 
pembangunan 
tepat waktu dan 
sesuai ketentuan 

Persentase 
rekomendasi hasil 
pelaksanaan 
evaluasi kegiatan 
pembangunan 
yang 
dikeluarkan 

100% 96 
            

315.942.000  
          

146.935.000  
-        169.007.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.03.2.02.0001 
Fasilitasi Penyusunan 
Program 
Pembangunan 

Fasilitasi Penyusunan 
Program 
Pembangunan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Fasilitasi 
Penyusunan 
Program 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengelolaan 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

1 
Dokumen 

1 
Dokumen 

              
161.995.000  

              60.720.000  -        101.275.000  

  

4.01.03.2.02.0002 
Pengendalian dan 
Evaluasi Program 
Pembangunan 

Pengendalian dan 
Evaluasi Program 
Pembangunan 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengendalian 
dan Evaluasi 
Program 
Pembangunan 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengendalian 
dan Evaluasi 
Program 
Pembangunan 

1 
Laporan  

1 
Laporan  

                
73.730.000  

              53.230.000  -          20.500.000  

  

4.01.03.2.02.0003 

Pengelolaan Evaluasi 
dan Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

Pengelolaan Evaluasi 
dan Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengelolaan 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

Jumlah Laporan 
Hasil Pengelolaan 
Evaluasi dan 
Pelaporan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 

2 
Laporan  

2 
Laporan  

                
80.217.000  

              32.985.000  -          47.232.000  

  

4.01.03.2.03 
Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Indeks Tata Kelola 
Pengadaan 

Persentase proses 
pelaksanaan 
pengadaann 
barang dan jasa 

80-85 86% 
         

1.435.201.400  
       

1.216.740.400  
-        218.461.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.03.2.03.0001 

Pengelolaan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa 

Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Jumlah Dokumen 
Hasil Pengelolaan 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

150 
Dokumen  

150 
Dokumen 

              
501.427.000  

            
329.842.000  

-        171.585.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

4.01.03.2.03.0002 

Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

Pengelolaan Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

Jumlah Dokumen 
Hasil Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

Jumlah Dokumen 
Hasil Layanan 
Pengadaan Secara 
Elektronik 

250 
Dokumen  

250 
Dokumen  

              
780.448.400  

            
794.326.400  

            13.878.000  

  

4.01.03.2.03.0003 
Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pembinaan dan 
Advokasi Pengadaan 
Barang dan Jasa 

Jumlah Orang yang 
Mengikuti 
Pembinaan dan 
Advokasi 
Pengadaan Barang 
dan Jasa 

450 
Orang 

450 
Orang 

              
153.326.000  

              92.572.000  -          60.754.000  

  

4.01.03.2.04 
Pemantauan 
Kebijakan Sumber 
Daya Alam 

Pemantauan 
Kebijakan Sumber 
Daya Alam 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan bidang 
SDA yang 
ditindaklanjuti 

Persentase 
rekomendasi 
kebijakan bidang 
SDA yang 
ditindaklanjuti 

100% 100% 
            

256.875.000  
          

160.400.000  
-          96.475.000  

Efesiensi 
Anggaran  

4.01.03.2.04.0001 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan, dan 
Perikanan 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pertanian, Kehutanan, 
Kelautan, dan 
Perikanan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, 
Pangan, Kehutanan, 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
KUKM, Penanaman 
Modal, Tenaga Kerja 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan Pertanian, 
Pangan, Kehutanan, 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Perdagangan, 
Perindustrian, 
KUKM, Penanaman 
Modal, Tenaga 
Kerja 

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

                
81.246.000  

              48.618.000  -          32.628.000  

  

4.01.03.2.04.0002 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Pertambangan dan 
Lingkungan Hidup 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan 
Pertambangan dan 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan 
Pertambangan dan 

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

                
78.957.000  

              37.214.000  -          41.743.000  
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Kode 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Program (Outcome)/Kegiatan 
(Output)/Subkegiatan (Sub Output) 

Target Pagu Keterangan 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah  Sebelum   Sesudah  Selisih   

1 2 3 4 5 6 7 
                                          

8  
                                       

9  
10=9-8 11 

Sumber Daya 
Mineral, Lingkungan 
Hidup, Kominfo, 
Perhubungan, 
Statistik, Persandian 

Sumber Daya 
Mineral, 
Lingkungan Hidup, 
Kominfo, 
Perhubungan, 
Statistik, 
Persandian 

4.01.03.2.04.0003 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Energi dan Air 

Koordinasi, 
Sinkronisasi dan 
Evaluasi Kebijakan 
Energi dan Air 

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan Energi dan 
Air, Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang, 
Perumahan Rakyat  

Jumlah Dokumen 
Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Evaluasi Kebijakan 
Urusan Energi dan 
Air, Pekerjaan 
Umum dan 
Penataan Ruang, 
Perumahan Rakyat  

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

                
96.672.000  

              74.568.000  -          22.104.000  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Batam 

Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 

Sekretariat Daerah Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya visi dan 

misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam 

Tahun 2025. 

 

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai 

bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan 

yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025  dan untuk 

mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II. 

 

4.1. Catatan Penting 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah 

yang membidangi urusan terkait Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 

Sekretariat Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan 

yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu 

untuk segera diselesaikan.  

 

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja 

Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-

kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka: 

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025; 

2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan 

program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk 

mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah. 
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4.3.  Rencana Tindak Lanjut 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan 

memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki.  Untuk 

menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen 

pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program 

dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan 

kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan 

bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-

masing bidang yang bersangkutan.  Dengan kesesuaian antara rencana 

dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk 

mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. 

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga 

masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program 

dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen 

perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak 

terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan 

penyesuaian sebagaimana mestinya. 
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